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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Berdasarkan laporan United Nations  

(UNICEF) di 28 negara Eropa, terdapat 2,5 juta wanita muda yang 

melaporkan pernah mendapatkan tindakan pelecehan seksual baik secara 

kontak fisik atau tidak sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2017). WHO 

memperkirakan pada tahun 2017, ada sekitar 1 miliar anak dibawah umur 

antara usia 2-17 tahun telah mengalami kekerasan fisik, emosional, dan 

seksual (WHO, 2017). 

Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan  banyak  terjadi  

dalam lingkungan  masyarakat  baik  kekerasan  fisik maupun   secara   

nonfisik.   Kekerasan   dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan, sikap dan 

perkataan langsung atau tidak langsung yang  tidak  menghormati  seseorang  

secara fisik    maupun    psikis.    Kekerasan    secara nonfisik merupakan 

kekerasan yang memiliki sasaran   pada   rohani   atau   jiwa   seseorang, 

seperti      melecehkan      orang      lain      dan melontarkan  kata-kata  yang  

menyakiti  hati orang  lain.  Kekerasan  fisik  yaitu  kekerasan secara  nyata  

yang  dapat  dilihat,  dirasakan oleh   tubuh.   Bentuk tindak   kekerasan   fisik 

berupa     pemukulan,     penyerangan     dan pembunuhan. Kekerasan tersebut 

cenderung terjadi  pada  perempuan  karena  perempuan dianggap   lebih   

lemah. Perempuan   tidak hanya  sebagai  kaum  yang  termarginalisasi, akan 

tetapi perbedaan gender seringkali menimbulka banyak kerugian bagi kaum 

perempuan  diantaranya  kekerasan  seksual, baik secara psikis maupun fisik. 
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Kekerasan seksual berupa psikis misalnya pelecehan seksual berupa 

perkataan atau makian yang  berakibat  tekanan  batin. Dampak  dari  

pelecehan  itu  memang  tidak menimbulkan bekas secara fisik tetapi secara 

psikis. Tekanan batin ini akan akan menimbulkan  gangguan pada kondisi 

psikis korban dan sangat sulit untuk disembuhkan sehingga perlu waktu yang 

lama untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti sedia kala. Selain 

kekerasan seksual secara psikis, perempuan juga seringkali mengalami 

kekerasan  seksual  misalnya  dari  yang  paling ringan yaitu dicolek di tempat 

umum sampai kasus berat yaitu pemerkosaan. Masyarakat yang bias gender 

akan  berpendapat  bahwa perempuan  korban  kekerasan  seksual  juga turut  

andil  dalam  kasus tersebut, misalnya perempuan tersebut menggunakan 

pakaian yang tidak menutup aurat sehingga mengundang pikiran negatif 

lawan jenisnya untuk     melakukan tindakan kekerasan seksual. 

(Probolaksono, 2023) 

Menurut  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan 

(Komnas  Perempuan) sejak  tahun 1998 hingga 2010 hampir sepertiga kasus 

kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  kasus  kekerasan  seksual,  atau  

tercatat  91.311  kasus  kekerasan  seksual dari 295.836 total kasus kekerasan  

terhadap perempuan. Selama 2010 tercatat 1.751 korban  kekerasan  seksual. 

Pada tahun 2016, jumlah kekerasan  seksual terhadap perempuan mencapai 

259.150 kasus. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358  Pengadilan 

Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra   pengadaan  

layanan  yang tersebar di  34  Provinsi. Indonesia merupakan negara yang 

menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam bernegara. 

Pancasila memiliki nilai kemanusaiaan dan moralitas dalam arti membuat 
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manusia menjadi lebih manusiawi dan bersikap baik mengenai sikap, 

perbuatan, dan berakhlak. Sehingga, sangat ironis ketika sangat banyaknya 

kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia.  

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang 

2022 berbagai jenis kekerasan telah terjadi pada banyak anak dan perempuan 

di Indonesia, yang mana dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

Tabel 1 

Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2022) 

 

Sumber: Simfoni PPA (data diolah) 

 

Berdasarkan gambar di atas, kekerasan seksual menempati urutan 

paling atas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, yakni 

sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi 

adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus, dan ketiga, kekerasan psikis 

yang tercatat sebanyak 8.524 kasus. Kasus penelantaran menempati urutan 
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keempat dengan jumlah 2.718 kasus. Lalu kelima ada trafficking sebesar 443 

kasus. Keenam, ada eksploitasi sebesar 256 kasus. Sementara kasus lainnya 

tercatat sebesar 3.170 kasus. 

Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 

orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki 

sebanyak 4.394 korban. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir Komnas 

Perempuan (2021) mencatat kasus kekerasan seksual memiliki capaian angka 

cukup tinggi. Diperkirakan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual. Berdasarkan salah satu studi yang diadakan oleh 

perusahaan berbasis di Singapura, Value Champion mendapati bahwa 

Indonesia merupakan negara peringkat kedua di Asia Pasifik yang dianggap 

tidak aman bagi perempuan. Meningkatnya angka kekerasan di Indonesia 

tidak diimbangi dengan terciptanya regulasi yang mumpuni, sehingga 

Undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak membutuhkan 

aksi yang nyata dalam upaya pengimplementasiannya.  

Banyak dampak yang dapat terjadi dari kekerasan, di antaranya yaitu 

masalah fisik ataupun mental. Dampak kekerasan fisik seperti luka, memar 

dan benjolan ditubuh, dampak kekerasan verbal dan emosional yaitu anak 

menarik diri dari lingkungan, merasa tidak aman dan tidak ada kenyamanan 

berada dirumah, sedangkan dampak kekerasan lain seperti menjadi depresi, 

fobia, curiga pada orang lain dalam waktu lama, pendidikan korban menjadi 

bermasalah, penelantaran anak, trauma mendalam pada mental. Dampak 

kekerasan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat berakibat buruk kepada 

korban. (Anggraeni dan  2013) 
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Selain menimbulkan dampak yang berakibat pada kelangsungan 

hidup korban, kekerasan terhadap korban juga bukan sekedar pelanggaran 

norma sosial, tetapi juga norma agama dan juga susila. Bentuk-bentuk 

kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti 

menendang, memukul, mendorong, hingga mencekik. Akan tetapi, diantara 

bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang paling berdampak buruk bagi korban 

yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap terjadi tidak hanya pada 

orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur 

yang kebanyakaan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan 

merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta 

dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. 

 

Dalam upaya penanganan dalam kekerasan terhadap perempuan, 

pemerintah memerlukan strategi yang dapat mengurangi angka kekerasan 

pada perempuan di Indonesia. Salah satu strategi pemerintah tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, yang menimbang sebagai 

berikut ; 

a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, 

pelindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; 

b. bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko 

mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, 
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sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;  

c. bahwa Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women) dan Undang-Undang mengenai 

Perlindungan Anak mengamanatkan kepada negara untuk melindungi 

perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk 

kekerasan berbasis gender dalam bencana;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelindungan Perempuan dan 

Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana; 

Dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga 

membuat peraturan tersendiri dalam menangani kekerasan seksual, yaitu 

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. 

Strategi berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 2004 adalah langkah-

langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan 

misi. Pengertian ini memberikan indikasi bahwa strategi merupakan sebuah 

rangkaian perencanaan ataupun penentuan arah dengan menggerakan semua 

sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan kebutuhan 

dasar bagi setiap warga negara dapat terselesaikan.  
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Strategi merupakan suatu langkah dari pemerintah agar pelayanan publik 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di 

daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik 

kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah 

dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik 

merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan 

bernegara, pemerintah mempunyai tugas memberikan berbagai pelayanan 

publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Pemerintah 

pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan 

untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan 

kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai tujuan bersama. (Monoarfa, 

2012) 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam menjalankan 

fungsinya wajib memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang 

mengalami permasalahan pidana maupun perdata yang dilaporkan baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, dalam Peraturan Walikota 

Palembang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempua dan 
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Perlindungan Anak Kota Palembang, Dinas tersebut berfungsi sebagai 

pelaksana birokrasi sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan 

layanan publik tentang kekerasan pada perempuan dan anak, seperti 

perlindungan serta penanganan terhadap perempuan dan anak, menjalankan 

fungsi seperti menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, 

menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan 

mendampingi korban. 

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Palembang membuat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 

2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya 

provinsi, kabupaten dan kota diharapkan mampu mensosialisasikan atau 

menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala 

bentuk tindak kekerasan pada perempuan. Selanjutnya Dinas tersebut juga 

diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban pada 

penyembuhan mental dan psikologis korban yang mengalami trauma akibat 

kekerasan.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerja 

sama dengan instansi Kepolisian dalam penanganan kekerasan pada 

perempuan. Dalam hal ini, ketika adanya pelaporan yaitu ketika adanya 

pelapor yang datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas 

tersebut tidak langsung menindak lanjuti kekerasan tersebut dengan sanksi 

pelanggaran hukum, akan tetapi dilakukan mediasi terdahulu antara korban 

dan pelaku dengan mengirim surat peringatan ke pelaku. Apabila pelaku 

menghiraukan surat peringatan mediasi tersebut, pihak Dinas Pemeberdayaan 



9 
 

Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan pendampingan terhadap 

korban dan akan bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan visum, dan 

kemudian menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan pihak Kepolisian.  

Seiring dengan masih tingginya angka kasus kekerasan pada perempuan 

di Indonesia yang masih tinggi, angka kasus kekerasan di provinsi Sumatera 

Selatan juga masih menunjukkan angka serupa. Dalam beberapa kasus yang 

tercatat di aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak 

(SIMFONI), nyatanya jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan 

anak masih menunjukkan keprihatinan. 
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Tabel 2 
Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 

 

Sumber: SIMFONI (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari beberapa 

kota/kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang 

menunjukkan angka jumlah korban yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, 

oleh karena itu strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam hal pelayanan publik sangat diperlukan untuk 

mencegah peningkatan kasus serupa. Hal ini juga menjadi alasan yang 

menarik untuk dilakukan penelitian tentang pelayanan dinas dalam mengatasi 

kekerasan perempuan. 

 
 
No 

 
 
Kota/Kabupaten 

Jumlah Korban 

2020 2021 2022 2023 

     

1 Kab Banyu Asin 17  1 41 20 
2 Kab Empat Lawang 4  0 1 27 

3 Kab Lahat 19  24 44 14 
4 Kab Muara Enim 6  70 16 79 
5 Kab Musi Banyu Asin 15  11 3 0 
6 Kab Musi Rawas 15  37 28 5 
7 Kab Musi Rawas Utara 7  8 7 4 
8 Kab Ogan Ilir 9  7 40 40 
9 Kab Ogan Komering Ilir 21  31 24 36 
10 Kab Ogan Komering Ulu 30  24 35 1 
11 Kab Ogan Komering Ulu 

Selatan 
19 

 7 0 13 

12 Kab Ogan Komering Ulu 
Timur 

10  5 5 36 

13 Kab Penukal Abab Lematang 
Ilir 

5 
 15 14 19 

14 Kota Lubuk Linggau 11  6 12 7 
15 Kota Pagar Alam 22  26 32 16 
16 Kota Palembang 63  27 63 39 

17 Kota Prabumulih 18  43 15 15 
 SUMATERA SELATAN 351  342 380 365 
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Adapun permasalahan dalam penanganan kasus kekerasan di Kota 

Palembang masih menemui kendala dan kekurangan, seperti ; 

1. Penyampaian informasi terkait layanan, dukungan, sosialisasi serta seminar 

yang dibutuhkan belum maksimal. 

2. Masyarakat kurang mengetahui keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Palembang yang dikarenakan faktor lokasi 

instansi pemerintah tersebut yang tidak strategis. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait penanganan 

korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang, maka perlu dilakukan 

Startegi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP3A) Dalam 

Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan di  

Penelitian ini menggunakan teori strategi, yang meliputi strategi dalam 

menangani permasalahan kekerasan pada perempuan di Kota Palembang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Strategi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam 

penanganan korban kekerasan pada perempuan di Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu: Untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani korban kekerasan pada 

perempuan di Kota Palembang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait strategi pada 

instansi pemerintah. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) serta stakeholder terkait dalam penanganan korban kekerasan pada 

perempuan di Kota Palembang.  
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